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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t te 
ث sa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim j je 
ح ha ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
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ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n en 
و wau w we 
ھ ha h ha 
ء hamzah ’ apostrof 
ى ya y ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 
diberi tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 
dengan tanda (’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas 
vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َا fatḥah a a 
 ِا kasrah i i 
 ُ ا ḍammah u u 
  Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabunganantaraharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 
yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َٔى fatḥah dan yā’ ai a dan i 
 َؤ fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
 َفْيَك : kaifa 
 َلْوَھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 َى…│  َا … fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas 
ى kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 
 ُو ḍammah dan wau ū u dan garis di atas 
Contoh: 
 تام : māta 
 ىَمَر : ramā 
 لْيِق : qila 
  ُتْوُمَي : yamutu 
4. Tā marbūtah 
Transliterasi untuk tā marbūtah ada dua, yaitu Tā marbūtah yang 
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūtah diikuti oleh kata  yang 
menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka 
tā marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh: 
 ُةَضْوَرِلا َف ْطَْلاا : raudah al- atfal 
 ُةَن ْيِد َملاُةَلِضاَف ْلا : al- madinah al- fadilah 
 ُةَم ْكِح ْلا : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ), dalam transliterasi ini dilambangkan 
dengan perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
اَنﱠ بَر : rabbanā 
اَن ْي ﱠجَن : najjainā 
 ﱡقَح ْلا : al- haqq 
 
ُ ن َم ﱢع  : nu”ima 
 ﱞوُدَع : ‘aduwwun 
Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 
huruf kasrah ( ّيِب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
Contoh: 
 ﱞيِلَع : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 ّيِبَرَع : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  
لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf 
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syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi 
huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata 
yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh: 
  ُسمﱠشلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
  ُةَلَزل ﱠزلَا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةَفَسلَف ْلَ ا : al-falsafah 
  ُدَلاِب ْلَ ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
Contoh: 
 َنْوُرُمْاَت : ta’muruuna 
 ُعْوﱠنلا  : al-nau’ 
 ٌءْيَﺷ  : syai’un 
 ُتْرِمُا  : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 
istilah  atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, 
istilah  atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari 
perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa 
Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari Al-
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Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. Contoh: 
Fi Ẓilāl Al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah ( ّٰﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), 
ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
 ِ ّٰ^ اُن ْي ِد diinullāh  ِ ّٰﷲاِب billāh 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
hum fi rahmatillaah. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia 
yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 
huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 
permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 
dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh 
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kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan 
rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan 
Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 
referensi. Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 
Abu Al-Walid Muhammad (bukan: rusyd, abu al-walid 
Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid 
(bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu) 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 
swt. = subhanallahu wata’ala 
saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS/4 = QS Al-Baqarah/2: 4 atau QS Al-Imran/3: 4 
HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama : Hendra 
NIM : 10100113124 
Judul : Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 
135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II). 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana dispensasi perkawinan 
ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengadilan Agama 
Sinjai Kelas II)? Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi 
beberapa sub permasalahan sebagai berikut yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan 
dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah 
Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II?, 2) 
Bagaimana kedudukan putusan hakim pada perkara permohonan dispensasi 
perkawinan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II 
dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak? 
 Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah 
data primer dan data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang 
digunakan di dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang 
digunakan oleh hakim pada perkara dispensasi perkawinan Nomor: 
135/Pdt.P/2016/PA.Sj adalah pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat 
(1), dan kaidah fikih. Kedudukan putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah 
Nomor: 135/Pdt.P/2016/PA.Sj tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengingat bahwa anak dari pemohon 
sudah tidak sekolah sejak kelas 5 Sekolah Dasar (SD). 
 Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Hakim Pengadilan Agama, dalam 
menangani kasus permohonan dispensasi nikah, supaya berhati-hati dalam 
memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dikarenakan, bisa saja terjadi 
kebohongan atau manipulasi oleh pihak yang mengajukan dispensasi nikah agar 
hakim tetap dapat menikahkan anak dibawah umur. 2) Perlu adanya aturan 
mengenai pembatasan penggunaan alat telekomunikasi bagi anak yang masih 
dibawah umur, hal ini perlu dilakukan supaya bisa mengantisipasi 
penyalahgunaan teknologi bagi anak yang dapat merusak mental mereka dalam 
bergaul, sehingga dapat mengurangi angka kehamilan diluar nikah bagi remaja 
yang tergolong masih dibawah umur. 
 
 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Islam adalah agama sempurna yang Allah swt. ciptakan untuk kita 
manusia. Serta ayat-ayat Al-Qur’an yang Allah swt. turunkan kepada Rasul 
melalui wahyu Allah swt. sebagai pedoman dan petunjuk jalan manusia menuju 
surganya Allah dan petunjuk untuk keselamatan umat manusia di dunia dan 
akhirat. 
Islam sangat membuka jalan dan tidak menginginkan manusia 
mempersulit diri karena sesungguhnya Allah swt. tidak suka dengan manusia 
yang mempersulit diri, dan Allah swt. sangat memberikan kesempatan bagi 
manusia yang ingin memperbaiki diri dengan niat tulus karena Allah swt. Islam 
sangat bijaksana dan sempurna mengenai permasalahan hidup, bahkan tidak ada 
satu aspekpun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah, yakni mencakup semua 
aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan khaliknya dan mengatur juga 
hubungan dengan sesamanya. Firman Allah swt. dalam QS al-Rūm/30: 21 
ôÏΒ uρ ÿÏµ ÏG≈tƒ#u ÷βr& t, n= y{ /ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& % [`≡uρ ø—r& (#þθãΖä3ó¡tF Ïj9 $ yγ øŠs9 Î) Ÿ≅ yèy_ uρ Νà6uΖ ÷t/ Zο¨Š uθ ¨Β 
ºpi yϑômu‘ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡ sŒ ;M≈tƒUψ 5Θ öθ s) Ïj9 tβρ ã©3xtG tƒ ∩⊄⊇∪  
Terjemahnya: 
Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 
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Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir.  1  
 
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 
sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.2 Dalam hal ini Islam banyak mengatur 
mengenai hal perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang 
bahagia dunia maupun akhirat di bawah cinta kasih dari ridho Allah swt. Dan 
tujuan lain dari pernikahan ialah ingin membentuk generasi yang bermanfaat 
untuk hari tua dengan mendidik dan menjadikan keluarga yang sakinah, 
mawaddah dan warahmah. 
Sedangkan Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia 
dan sejahtera kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.3 Untuk 
merealisasikan tujuan mulia ini harus didukung oleh kesiapan fisik dan 
kematangan jiwa dari masing-masing mempelai, sehingga menimbulkan rasa 
tanggung jawab pada mereka. Oleh karena itu perkawinan merupakan tuntutan 
naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk 
memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih 
sayang insani.  
                                                           
1Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran  & Terjemahannya (Jakarta: 
Almahira, 2015), h. 406. 
2Instruksi Presiden R.I Nomor I Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab 
II, pasal 2. 
3Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” 
pasal 1. 
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Menurut Hukum Islam pembentukan sebuah keluarga dengan menyatukan 
seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali dengan suatu ikatan suci, yakni 
kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: 
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah 
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.4 
Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul suatu 
permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya moral value atau nilai-
nilai akhlak yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja dan hubungan zina menjadi 
hal biasa sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Akibatnya orang tua menutupi 
aib tersebut dengan menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan lagi usia dan 
masa depan anaknya. 
Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah 
penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. 
Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan 
agar rumah keluarga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan. Tujuan 
perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia  dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di samping itu pernikahan merupakan 
perjanjian yang suci, sehingga untuk mencapai tujuannya memerlukan sebuah 
                                                           
4Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan,” 
Pasal 1. 
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aturan, namun bukan berarti adanya peraturan untuk mengekang umatnya, akan 
tetapi lebih kepada kemaslahatan.5 
Apabila dalam keadaan yang sangat memaksa seperti hamil diluar nikah 
maka perkawinan di bawah umur bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi 
ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-
laki atau perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI No 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2). Apabila penetapan izin 
pernikahan sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka kedua mempelai 
bisa melaksanakan perkawinan.  
Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian diatas, peneliti ingin 
membahas penemuan hukum oleh hakim dalam mengabulkan permohonan 
dispensasi nikah, dengan melakukan penelitian yang berjudul “Dispensasi 
Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj di 
Pengadilan Agama Sinjai Kelas II). 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian atau ruang lingkup penelitian berfungsi untuk 
menjelaskan batasan atau cakupan penelitian, baik dari segi rentang waktu 
maupun jangkauan wilayah objek penelitian.6 Oleh karena itu pada penelitian ini, 
                                                           
5Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Cet, V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
2004), h. 1. 
6Muljono Damapolii, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, 
Disertasi, dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Press, 2014), h. 13. 
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peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai Dispensasi Perkawinan Ditinjau 
dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul 
yang diajukan dalam penelitian ini, peneliti menguraikan makna dari kata-kata 
kunci yang terdapat dalam judul. 
a. Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang 
khusus.7 Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan 
yang diberikan Pegadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup 
umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 
19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai usia 16 (enam belas) 
tahun. Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu 
batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa. 
b. Perkawinan yang dimaksudkan disini ialah ikatan lahir batin antara seorang 
pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk 
keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. 
c. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 
anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 
                                                           
7
“Dispensasi”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). http://kbbi.web.id/dispensasi (11 
Juli 2017. 
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berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.8 
d. Pengadialan Agama Sinjai adalah nama lembaga resmi pemerintah yang 
melaksanakan tugas yudikatif di tingkat pertama yang mempunyai 
kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan 
perkara perkara tertentu yang bragama Islam dalam wilayah hukum 
Kabupaten Sinjai. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut diatas, maka 
peneliti mengemukakan pokok permasalahan yaitu : “Bagaimana Dispensasi 
Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di 
Pengadilan Agama Sinjai Kelas II). 
Dari rumusan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan beberapa sub 
permasalahan sebagai berikut:  
1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara 
permohonan dispensasi nikah Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj di Pengadilan 
Agama Sinjai Kelas II? 
2. Bagaimana kedudukan putusan hakim pada perkara permohonan dispensasi 
perkawinan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas 
II dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak? 
                                                           
8Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 35Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1. 
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D. Kajian Pustaka 
Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap karya tulis ilmiah yang ada. 
Peneliti menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang membahas mengenai 
masalah dispensasi perkawinan diantaranya:  
1. Tesis yang ditulis oleh Nikmawati pada tahun 2014 dengan judul: “Analisis 
Yuridis Terhadap Perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan 
Agama Pangkep)”. Dalam penelitiannya Nikmawati menfokuskan 
penelitiannya pada analisis pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam 
perkara permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama pangkep dan 
faktor-faktor apakah yang manjadi penyebab diajukannya permohonan 
dispensasi nikah di pengadilan agama pangkep. Hasil penelitian ini 
menjelaskan bahwa hakim dalam penerapan penemuan hukum terhadap 
penetapan dispensasi nikah menggunakan interpretasi atau penafsiran Seperti 
Interpretasi Teleologis/Sosioligis. Kedua peraturan perundang-undangan 
tersebut tidak menjelaskan alasan seseorang yang belum sampai kepada batas 
usia minimum kawin diberi dispensasi untuk melakukan pernikahan. Dengan 
penafsiran peraturan perundang-undangan dan pemilahan serta pemilihan 
fakta akhirnya hakim dapat membuat keputusan yang bijaksana, yaitu 
keputusan yang memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan 
hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penemuan hukum oleh hakim 
dalam penetapan dispensasi nikah adalah karena hamil diluar nikah, 
pengetahuan masyarakat (dijodohkan), ekonomi dan kekhawatiran akan 
terjadi perzinahan kemudian penetapan hakim di dalam dispensasi nikah 
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tersebut juga di tujang dengan Profesional individual hakim, kemudian faktor 
legal, lalu dan penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berfikir yuridis 
hakim.9 Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penyusun ialah 
pada penelitian ini analisis yang digunakan ialah bagaimana pertimbangan 
hakim dan faktor-faktor penyebab diajukannya permohonan dispensasi 
perkawinan, sedangkan penulis melakukan penelitian lapangan menggunakan 
analisis yuridis, khusunya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak. 
2. Skripsi M. Ibadurrahman di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 
pada tahun 2015 yang berjudul “Perkawinan Usia Dini Dalam Prespektif 
Undang–Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kua Kecamatan 
Kaliwungu Kab. Kendal)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 
(field research). Dengan pendekatan pendekatan studi kasus dengan sumber 
data berasal dari kepala, penghulu dan penyuluh KUA Kecamatan 
Kaliwungu. Data diperoleh dengan menggunakan teknik interview dan 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Praktek perkawinan calon 
mempelai perempuan masih berumur 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) 
tahunterjadi di KUA Kaliwungu dilakukan karena anggapan bahwa anak 
perempuan harus segera dinikahkan karena akan menjadi perawan tua jika 
tidak segera dinikahkan, selain itu hal yang lebih dominan praktek 
perkawinan ini terjkadi karena pergaulan bebas yang menyebabkan 
                                                           
9Nikmawati, “Analisis Yuridis Terhadap Perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus di 
Pengadilan Agama Pangkep)”, Tesis  (Makassar: Program Pascasarjana, Universitas Muslim 
Indonesia, 2014), h. 12.  
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perempuan hamil duluan dan harus dinikahkan. 2) Kebijakan KUA 
Kecamatan Kaliwungu dari sudut pandang hukum islam sudah sesuai karena 
merujuk Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
Kompilasi hukum Islam, Peraturan Menteri Agama yakni calon suami 
sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-
kurangnya 16 (enam belas) tahun dan fiqih memperbolehkannya, jika 
dibawah 16 tahun maka pihak KUA tidak berani melaskananakan pernikahan, 
harus dapat rekomendasi dari Pengadilan Agama. Sedangkan dari sudut 
Undang-Undang Perlindungan Anak, KUA perlu menggali lagi batas umur 
dan lebih memementingkan kematangan dari mempelai guna mewujudkan 
keluarga yang matang secara fisik maupun mental guna mengarungi bahtera 
rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.10 Perbedaan dalam 
penelitian ini ialah pada lembaga atau tempat penelitian, bahwa peneliti 
memfokuskan penelitiannya di lingkup Pengadilan Agama Sinjai. 
3. Skripsi yang di tulis oleh Hasriani di Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar pada tahun 2016 yang berjudul: “Dispensasi Pernikahan Di Bawah 
Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Pada 
Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng)”. Jenis penelitian ini menggunakan 
deskriptif kualitatif. Pada penelitian tersebut, peneliti memfokuskan 
penelitiannya di lingkup Pengadilan Agama Bantaeng Kelas 2 dan mengambil 
objek penelitian yakni Pelaku Dispensasi Nikah, Jurusita, Panitera, dan 
                                                           
10M. Ibadurrahman, “Perkawinan Usia Dini Dalam Prespektif Undang –Undang 
Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kaliwungu Kab. Kendal)”, Skripsi 
(Semarang: Fak. Syari’ah UIN Walisongo Semarang, 2015), h. 96.  
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Hakim yang bertugas dan mengambil data tentang alasan-alasan mengajukan 
dispensasi nikah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur 
pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantaeng yaitu, 
permohonan didaftarkan di kepanitraan kemudian hakim memeriksa perkara 
dipersidangan berdasarkan banyak pertimbangan maka hakim membacakan 
penetapannya, faktor penyebab diajukannya dispensasi kawin antara lain 
hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang tentunya 
menjadi pertimbangan hakim yang berdasar pada maslahat mursalah dalam 
menetapkan sesuatu bukan hanya berpacu pada Undang-Undang semata.11 
Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada apa yang akan diteliti nantinya, 
penelitian yang akan diteliti yaitu tentang Dispensasi Perkawinan Ditinjau 
dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
(Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengadilan Agama 
Sinjai Kelas II). 
4. Skripsi Abdul Munir di IAIN Walisongo tahun 2011, yang berjudul: 
“Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis 
di Pengadilan Agama Kendal)”. Skripsi ini menjelaskan tentang dampak dari 
dispensasi nikah terhadap eksistensi pernikahan yang terjadi di Pengadilan 
Agama Kendal.12 Sedangkan skripsi yang penulis bahas terfokus kepada 
                                                           
11Hasriani, “Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di 
Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 2 B Bantaeng)”, Skripsi 
(Makassar: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 62. 
12Abdul Munir, ”Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi 
Analisis di Pengadilan Agama Kendal)”, Skripsi (Semarang: Fak. Syari’ah IAIN Walisongo, 
2011). 
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Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Anak. 
5. Skripsi Siti Thoyibatun Nasihah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 
2010, dengan judul “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara Nomor 
15/Pdt.P/2009/PA.KDR)”. Skripsi tersebut menjeaskan tentang dispensasi 
nikah berdasarkan tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan Hakim di 
Pengadilan Agama Kediri, yang dimana penyusun merasa tertarik untuk 
meneliti putusan tersebut berbeda dengan yang lain. Dimana antara mereka 
tempat tinggalnya berjauhan, dan mereka pun tidak hamil duluan. Metode 
yang digunakan dalam menganalisis problem yang ada adalah deskriptif-
analisis.13 Sedangkan metode yang digunakan oleh penulis ada pendekatan 
empiris. 
6. Terakhir adalah Tesis yang ditulis oleh Maylissabet pada tahun 2015, dengan 
judul: “Praktek Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Pengadilan Agama Se-
D.I.Yogyakarta (Studi Sikap-sikap Hakim Pengadilan Agama Se-
D.I.Yogyakarta). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 
research). Penulis menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis dalam 
penelitian ini. Pendekatan tersebut menggunakan tolak ukur agama yang 
berupa al-quran dan hadist, serta aturan yang berupa hukum positif. Teori 
                                                           
13Siti Thoyibatun Nasihah, “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara Nomor 15/Pdt.P/2009/PA.KDR)”, 
Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010). 
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yang digunakan adalah teori klasifikasi watak oleh Adonis.14 Skripsi tersebut 
memfokuskan penelitiannya pada semua lembaga Pengadilan Agama yang 
ada di Yogyakarta, sedangkan yang penulis teliti hanyalah terfokus pada satu 
lembaga Pengadilan Agama yaitu di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II. 
Beradasarkan beberapa referensi pada penelitian terdahulu yang telah 
diuraikan diatas bahwa pada penelitian tersebut tidak ada satupun yang 
membahas mengenai Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang 
RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu penulis 
menegaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian baru khususnya pada 
lingkup Pengadilan Agama Sinjai Kelas II. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus 
perkara dispensasi nikah Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama 
Sinjai Kelas II. 
b. Untuk mengetahui kedudukan putusan hakim pada perkara permohonan 
dispensasi perkawinan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama 
Sinjai Kelas II dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak 
 
 
                                                           
14Maylissabet, “Praktek Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Pengadilan Agama Se-
D.I.Yogyakarta (Studi Sikap-sikap Hakim Pengadilan Agama Se-D.I.Yogyakarta)”, Tesis, 
(Yogyakarta: Program Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, 2015), h.20. 
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2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori 
tambahan dan informasi khususnya bagi hakim yang menangani perkara 
permohonan dispensasi nikah kemudian sebagai salah satu bahan masukan 
dan melengkapi referensi yang belum ada.  
b. Secara praktis, penelitian ini diupayakan memberikan kontribusi pemikiran 
dibidang pembangunan hukum dan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, 
dan juga diharapkan dapat menambah pustaka dibidang ilmu hukum 
khususnya dalam perkara dispensasi nikah dan dapat memberikan bahan dan 
masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan 
Perkawinan adalah hal mendasar dalam pembentukan keluarga Islam.1 
Nabi Muhammad saw. memuji institusi tersebut sebagai bagian dari sunnah 
beliau. Kehidupan menunggal secara permanen atas kehendak sendiri bukan cara 
Islam, hal itu dilarang dengan tegas oleh Nabi. 
Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat 
Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh 
agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan 
pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk 
melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi 
kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. 
Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, 
begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama 
yang rahmatan lil ‘alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara 
untuk memenuhi kebutuhan biologis seeorang yaitu hanya dengan cara 
pernikahan,  pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih 
mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur’an telah 
menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki 
dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (litaskunu 
                                                            
1Andi Syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakinah, (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013), 
h. 42. 
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ilaiha). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana 
penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan 
perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga 
dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyari’atkannya pernikahan dalam Islam, 
selain memperoleh ketenangan dan kedamain, juga dapat menjaga keturunan 
(hifdzu al-nasli). 
Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang 
wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk 
sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek fitrah 
manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma 
hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum 
Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Tinjauan perkawinan dari aspek agama 
dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan 
sebagian besar masyarakat Indonesia.  
Menurut istilah hukum Islam perkawinan disebut dengan “pernikahan” 
yaitu ikatan atau aqad yang sangat kuat.2  
Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut 
dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj.3 Perkataan nikah menurut bahasa Arab 
mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarya (hakikat) dan dalam arti 
kiasan (majaaz).4 Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang 
                                                            
2Istiqamah, Hukum Perdata di Indonesia, (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 76.  
3Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2006), h. 35. 
4Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia, (Cet. 
I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 268. 
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Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak 
terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin, seperti dalam QS an-Nisā’/4: 3 
÷βÎ) uρ ÷Λ ä øÅz ωr& (#θäÜÅ¡ ø) è? ’ Îû 4‘uΚ≈ tGu‹ø9$# (#θßs Å3Ρ $ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 zÏiΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9 $# 4o_÷WtΒ y]≈n= èOuρ 
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Terjemahnya: 
Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian 
jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang 
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih 
dekat kepada tidak berbuat aniaya.5     
 
Hampir dalam semua tradisi hukum, baik civil law, common law, maupun 
Islamic law, perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela 
yang bersifat pribadi antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami-isteri.6 
Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang 
mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan 
pembentukan peradaban. 
Secara tradisional, suami dalam semua sistem tersebut bertugas 
menyiapkan tempat tinggal, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan melindungi 
keluarga secara umum. Sementara itu, isteri berkewajiban mengurus rumah 
tangga, tinggal dirumah, melakukan hubungan seksual dengan suami dan 
memelihara anak-anak. Selanjutnya menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-
                                                            
5Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahannya, h. 77. 
6Ikatan Hakim Indonesia, Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 271 Juni 
2008 (Jakarta: IKAHI, 2008), h. 7. 
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Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian  perkawinan 
ialah: 
Ikatan lahir batin antara soarang pria dengan seorang wanita sebagai suami-
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.7 
 
Pengertian perkawinan di atas menggambarkan, bahwa perkawinan 
merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang 
wanita untuk hidup berumah  tangga, yang di dalamnya termasuk pengaturan hak 
dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak. Sedangkan 
menurut Hukum Islam, terdapat perbedaan antara pendapat yang satu dengan 
pendapat yang lainnya mengenai pengertian perkawinan. Tetapi perbedaan 
pendapat ini sebenarnya bukan perbedaan yang prinsip, pendapat itu harnya 
terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang 
sebanyak-banyaknya dalam perumusan perkawinan antara pihak satu dengan yang 
lain.8 
Pertalian nikah atau perkawinan, juga merupakan pertalian yang seteguh-
teguhnya dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Hal ini tidak saja terbatas 
pada pergaulan antar suami-isteri, melainkan juga ikatan kasih mengasihi 
pasangan hidup tersebut, yang natinya akan berpindah kebaikannya kepada semua 
keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak 
menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan, serta 
                                                            
7Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 
Pasal 1. 
8Muh. Jamal Jamil, Korelasi Hukum: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Cet. I; Makassar: 
Alauddin University Press, 2011), h. 19. 
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menjaga dari segala kejahatan, di samping itu dengan melangsungkan perkawinan 
bahkan seorang dapat terpelihara terhadap kebinasaan dari hawa nafsunya.  
2. Tujuan Perkawinan 
Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw. 
yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.9 
Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat 
adanya empat garis dari penataan itu yakni:  
a) Rub’al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan 
khaliknya; 
b) Rub’al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas 
pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari; 
c) Rub’al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan 
keluarga; dan 
d) Rub’al-jinayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan 
yang menjamin ketentramannya.10  
Berdasarkan rumusan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin 
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhan yang Maha Esa. Lebih lanjut dalam penjelasan umum Undang-Undang 
RI Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, nomor 4 bagian (a) disebutkan bahwa  
                                                            
9H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 15.  
10H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 
15. 
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“tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal”, untuk 
itu suami isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing 
dapat mengembangkan kepribadiannya, untuk membantu dan mencapai 
kesejahteraan materiil dan spirituil. 
Seperti yang tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal Undang-
Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya penjelasan Pasal 
1 dikatakan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila 
pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan bukan saja 
mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur bathin atau rohani juga 
mempunyai peranan yang sangat penting. Membentuk keluarga “yang bahagia” 
erat hubungan dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan dimana 
pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. 
Bahwa pembentukan keluarga yang bahagia sesuai dengan Undang-
Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan erat hubungannya dengan 
keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan 
kewajiban orang tua. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk 
mendapatkan keturunan dan menegakan keagamaan dalam kesatuan keluarga 
yang bersifat parental.  
Rachmadi Usman dalam bukunya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan 
ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa 
perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan 
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begitu saja.11 Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu 
pembatasan yang ketat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian 
hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. 
Abdul Aziz Nuhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas 
dalam bukunya juga menjelaskan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam tidak 
hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu 
seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, 
psikologi, dan agama.12 Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut: 
1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara 
keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke 
masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup 
dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah swt. 
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya 
terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. 
3. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan 
dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam 
agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan 
hajat biologisnya secara halal dan mubah. 
4. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan hawa nafsu menjadi terpelihara, 
melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak isteri dan anak-
anak dan mendidik mereka. 
                                                            
11Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia, 
(Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 270. 
12Abdul Aziz Nuhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat: 
Khitbah, Nikah, dan Talak (Jakarta: Amzah, 2011), h. 39. 
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Berkenaan dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kita berpegang pada rumusan Pasal 1 yaitu 
pada anak kalimat kedua yang berbunyi: “dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
Rumusan tersebut mangandung harapan bahwa dengan melangsungkan 
perkawinan, akan diperoleh kebahagiaan baik materil maupun spirituil. 
Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara 
tetapi kebahagiaan yang kekal, yang hanya dapat berahkir dengan kematian salah 
satu pihak. Dengan dasar pandangan itu maka pembuat Undang-Undang 
memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain dari 
kematian. 
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 
Menurut syari’at Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua 
unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah unsur pokok dalam setiap perbuatan 
hukum. Syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila 
kedua unsur tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak sah 
menurut hukum. 
Demikian pula untuk sahnya suatu pernikahan harus dipenuhi rukun dan 
syaratnya antara lain: 
1) Rukun Nikah 
a) mempelai laki-laki; 
b) mempelai perempuan; 
c) wali; 
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d) dua orang saksi; 
e) shigat ijab kabul. 
Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara 
yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud 
dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun 
perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. 
2) Syarat Sah Nikah 
Ahmad Rofiq dalam bukunya dijelaskan bahwa ada beberapa syarat sah 
dalam perkawinan antara lain: 
a) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya: 
i.  Beragama Islam; 
ii.  Laki-laki; 
iii. Jelas orangnya; 
iv. Dapat memberikan persetujuan; 
v.  Tidak terdapat halangan perkawinan;  
b) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya: 
i.  Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani; 
ii.  Perempuan; 
iii. Jelas orangnya;  
iv. Tidak terdapat halangan perkawinan; 
c) Wali nikah, Syarat-syaratnya: 
i.  laki-laki; 
ii.  baliqh; 
23 
 
iii. mempunyai hak perwalian 
iv. tidak terdapat halangan perwaliannya 
d) Saksi nikah, Syarat-syaratnya: 
i.  minimal dua orang laki-laki; 
ii.  hadir dalam ijab qabul; 
iii. dapat mengerti maksud akad; 
iv. Islam; 
v. Dewasa; 
e) Ijab Qabul, syarat-syaratnya: 
i. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali; 
ii. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria; 
iii. Memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij; 
iv. Antara ijab dan qabul bersambungan; 
v. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya; 
vi. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam keadaan 
ihram haji/umrah; 
vii. Majelis ijab dan qabul itu harus dihindari minimum empat orang, yaitu: 
calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau 
wakilnya, dan dua orang saksi.13 
Rukun dan syarat-syarat sah perkawinan tersebut diatas wajib dipenuhi, 
apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.  
 
                                                            
13Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2003), h. 72. 
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4. Hikmah Perkawinan 
Islam mengajarkan dan menganjurkan perkawinan karena akan 
berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. 
Adapun hikmah perkawinan adalah: 
a) Perkawinan adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk 
menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, 
jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan 
perasaan tenang menikmati barang yang berharga. 
b) Nikah, jalan yang terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, 
memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara 
nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali. 
c) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam 
suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan 
ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang 
menyempurnakan kemanusiaan seseorang. 
d) Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak 
menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat 
dan pembawaan seseorang. 
e) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi rumah tangga, sedangkan 
yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara 
suami-isteri dalam menangani tugas-tugasnya. 
f) Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, 
memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat 
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hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan 
ditunjang. 
B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Perkawinan 
1. Pengertian Dispensasi Perkawinan 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian 
dari peraturan umum untuk satu keadaan khusus, pembebasan dari suatu 
kewajiban atau larangan.14 Dalam hal ini dispensasi dibenarkan apa-apa biasanya 
dilarang oleh pembuat Undang-Undang.  
2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan  
Peraturan tentang pelaksanaan perkawinan telah diatur dalam Undang-
Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Termasuk diatur tentang 
syarat-syarat perkawinan, salah satu syaratnya adalah ditentukannya batasan usia 
untuk melangsungkan pernikahan, yaitu bagi laki-laki sudah berumur 19 tahun 
dan 16 tahun bagi perempuan. Jika salah satu dari calon mempelai tidak 
memenuhi syarat dalam hal usia, maka harus mendapat dispensasi nikah dari 
Pengadilan Agama. Sesuai dengan tugas dan wewenang Peradilan Agama dalam  
pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 
telah di amandemen dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan 
bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
meyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama 
Islam di bidang. 
a. Perkawinan; 
                                                            
14Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 335. 
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b. Warisan; 
c. Wasiat; 
d. Hibah; 
e. Wakaf; 
f. Zakat; 
g. Infak; 
h. Shadaqah; dan 
i. Ekonomi syari’ah.15 
Yang dimaksud dengan “Bidang Perkawinan” adalah hal-hal yang diatur 
dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang 
dilakukan menurut syari’ah, antara lain, dispensasi nikah dalam pasal 7 ayat (1) 
Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia minimal atau 
seseorang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan jika terpenuhi 
maka seseorang tidak dapat melangsungkan perkawinan. 
Adapun ketentuan landasan dispensasi nikah bagi calon mempelai yang 
belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan 16 tahun adalah 
pasal 7 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan. Dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dinyatakan bahwa:16 
(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan 
belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. 
                                                            
15Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998, Tentang Peradilan Agama, pasal 49. 
16Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, bab 
II, pasal 1, 2 dan 3. 
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(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi 
kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua 
pihak pria atau pihak wanita.  
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang 
tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam 
hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak 
mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). 
 
 
3. Syarat-syarat dispensasi perkawinan 
 
Perkara dispensasi nikah sama seperti perkara-perkara lain, adapun syarat-
syarat pengajuannya adalah sebagai berikut: 
a. Persyaratan Umum 
Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di 
pengadilan agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang 
telah di tafsir oleh petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama setempat jumlah 
panjar biaya sesuai dengan radius. 
b. Persyaratan Dispensasi Perkawinan 
1) Surat Permohonan. 
2) Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimateraikan 
Rp 6.000,- di Kantor Pos. 
3) Surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama setempat yang 
menerangkan penolakan karena masih dibawah umur. 
4) Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau 
foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang 
dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos. 
5) Surat keterangan miskin dari camat atau kades diketahui oleh camat,   
bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (Prodeo). 
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6) Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria  
maupun wanita kepada pengadilan Agama yang mewakili tempat 
tinggalnya. 
C. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
1. Pengertian Anak 
 Dalam setiap kehidupan bermasyarakat, pasti akan dijumpai anak. Anak 
adalah subjek hukum dan masa depan keluarga, masyarakat dan negara yang perlu 
dilindungi, dipelihara, dan ditumbuhkembangkan untuk mencapai kesejahteraan.17 
Pengabaian anak pada dasarnya adalah pengabaian masa depan keluarga, 
masyarakat dan negara. Sehubungan dengan itu, perlindungan anak dari segala 
bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi adalah satu aspek penting dan 
perlu diberi perhatian serius.   
Anak merupakan sosok manusia yang menjadi amanah dari Allah swt. 
yang menjadi tanggung jawab orang tua dan semua pihak. Anak merupakan 
bagian dari keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang terdiri dari 
suami, isteri beserta anak-anaknya yang belum menikah. Keluarga, lazimnya juga 
disebut rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai 
wadah dan proses pergaulan hidup. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 menjelaskan bahwa: 18 
1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
                                                            
17Abdul Rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial: 
Perspektif Hukum Nasional dan Internasional (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2014), h. 25. 
18Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan 
Anak, pasal 1. 
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2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami 
istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan 
anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah 
sampai dengan derajat ketiga. 
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, 
atau ayah dan/atau ibu angkat. 
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan 
kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak. 
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara   
wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. 
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan 
fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang 
dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat 
menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan 
efektif berdasarkan kesamaan hak. 
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai 
kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa 
tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain. 
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan 
kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang 
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak 
tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya 
berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. 
10.Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk 
diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan 
kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak 
mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar. 
11.Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, 
memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak 
sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, 
bakat, serta minatnya. 
12.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 
dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, 
pemerintah, dan pemerintah daerah. 
13.Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi 
sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 
14.Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi 
profesional dalam bidangnya. 
15.Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima 
oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan 
rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam 
tumbuh kembangnya. 
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16.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, 
dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. 
17.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 
18.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
19.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. 
 
2. Hak-Hak Anak 
Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 
dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah 
dan pemerintahan daerah.19 Oleh karena itu, anak dilahirkan merdeka, tidak boleh 
dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan 
diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari 
orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut 
berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak 
boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk 
mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya 
sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak 
telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami 
mengenai mengenai apa yang menjadi dan kewajiban baik terhadap keluarga, 
masyarakat, bangsa dan negara.  
Hak anak merupakan berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh 
anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan 
                                                            
19R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: PTIK, 
2016), h. 9. 
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dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, 
baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.20 Hak-hak anak 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, meliputi: 
a) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang 
berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. 
b) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan  
c) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang 
sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya 
demi pengembangan diri.  
d) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun 
yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 
perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, 
kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah 
lainnya. 
Memperhatikan uraian tersebut nampak jelas bahwa perkawinan di bawah 
umur akan berpotensi menimbulkan berbagai hal yang bisa berdampak buruk 
terhadap calon mempelai dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dari 
perkawinan di bawah umur tersebut.  
                                                            
20Ali Imron, “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Dibawah Umur”, 
Al-Tahrir, vol. 13 no. 2 (November 2013), h. 266. 
http://www.google.co.id/m?&q=jurnal+hak+dalam+perkawinan. (Diakses 18 Maret 2017). 
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Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak 
yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara 
rohaniah, jasmaniah maupun sosialnya. 
Kebijaksanaan yang ditetapkan dalam penanganan permasalahan sosial 
anak, diimplementasikan secara teknis melalui usaha-usaha sebagai berikut: 
a) Usaha kesejahteraan anak dilaksanakan secara utuh dalam rangka peningkatan 
kualitas dan efektivitas, baik terhadap penyandang masalah kesejahteraan 
sosial maupun bagi para pembina dan pelaksananya. 
b) Usaha kesejahteraan anak dilaksanakan dengan berbasis keluarga dan 
masyarakat, sebagai upaya menuju perluasan jangkauan pelayanan sosial 
terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial. 
c) Usaha kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab bersama antara 
pemerintah dan masyarakat serta dilaksanakan secara profesional dalam 
cakupan lintas program dan lintas sektoral. 
d) Usaha kesejahteraan anak diarahkan pada penciptaan iklim kesejahteraan sosial 
yang kondusif, berdasarkan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan 
kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak Indonesia. 
Dasar pertimbangan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak 
yang di antaranya adalah bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda 
penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri 
dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada 
masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, 
maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 
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berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu, 
perkawinan anak di bawah umur harus dihindari dan merupakan jalan alternatif 
terakhir. 
D. Anak dalam Pandangan Islam 
Anak adalah karunia Allah Yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Ia 
merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua 
sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah amanat Allah swt. yang wajib 
ditangani secara benar.21  
Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir itu adalah suci, benar, 
dan tidak pernah bersalah. Disamping itu, peran anak dalam ajaran Islam juga 
sebagai amal orang tua yang pahalanya tiada putus-putus dan tetap akan mengalir 
walaupun orangtuanya telah meninggal dunia. Anak-anak berhak menerima 
sesuatu dari orang tuanya, dan orang tua wajib untuk memberikan sesuatu itu pada 
anaknya. Mengingat tanggung jawabnya orang tua terhadap anak-anak, maka agar 
tidak terjerumus kepada kedzaliman dikarenakan menyia-nyiakan hak-hak anak.  
Adapun hak-hak anak dalam Islam adalah sebagai berikut: 
a. Hak untuk hidup; 
b. Hak untuk mendapatkan nama baik; 
c. Hak disembelihkan Aqiqahnya; 
d. Hak untuk mendapatkan ASI;  
e. Hak makan dan minum yang baik; 
                                                            
21Imran Siswandi, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM,” Al-
Mawarid, Vol. XI no. 2 (September-Januari 2011), h. 225. 
https://media.neliti.com/media/publications/26067-EN-perlindungan-anak-dalam-perspektif-
hukum-islam-dan-ham. (Diakses 07 Agustus 2017). 
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f. Hak diberi rizqi yang baik; 
g. Hak mendapatkan pendidikan agama; 
h. Hak mendapatkan pendidikan sholat; 
i. Hak mendapat tempat tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan; 
j. Hak mendapatkan pendidikan dengan pendidikan adab yang baik; 
k. Hak mendapat pengajaran yang baik; 
l. Hak mendapat pengajaran Al-qur’an; 
m. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran baca tulis; 
n. Hak mendapat perawatan dan pendidikan kesehatan; 
o. Hak mendapat pengajaran keterampilan Islam memberantas pengangguran; 
p. Hak mendapat tempat yang baik dalam hati orang tua; dan 
q. Hak mendapat kasih sayang. 
Di dalam Al-Qur’an disebutkan ada empat tipologi anak: 
a. Anak sebagai perhiasan hidup di dunia; 
b. Anak sebagai penyejuk hati; 
c. Anak sebagai ujian; serta 
d. Anak sebagai musuh orang tua.22 
 
 
 
                                                            
22Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam,” Asas, Vol. 6 no. 2 (Juli 
2014), h. 3. 
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=284034&val=5885&title=PERLINDUNGAN
%20ANAK%20DALAM%20PERSPEKTIF%20ISLAM. (Diakses 07 Agustus 2017). 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 
tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini berfungsi sebagai cara untuk 
mengerjakan dan megarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang 
optimal. Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:   
1. Jenis Penelitian 
Terkait dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian 
kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan 
mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku, atau sumber lain.1 Data 
yang digambarkan secara obyektif berdasarkan data, atau fakta yang ditemukan. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II 
Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.  
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 
empiris, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa bagaimana penerapan 
penemuan hukum hakim Pengadilan Agama dalam membuat penetapan dispensasi 
nikah, yang kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu berdasarkan kondisi yang 
ada sesuai data-data yang diperoleh dalam penelitian, Pendekatan ini berguna 
                                                            
1Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2012), h. 20 
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untuk menganalisis hukum dispensasi perkawinan dilihat dari sudut Undang-
Undang Perlindungan Anak. 
C. Jenis dan Sumber Data 
 Untuk lebih mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penyusun 
memperoleh data dari buku-buku, jurnal, dan wawancara yang mendalam. Data 
yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer (utama) dan data 
sekunder (pendukung). 
1. Data Primer 
 Sumber data primer yaitu data yang bersumber dari kantor Pengadilan 
Agama Sinjai di Kabupaten Sinjai, berupa penetapan dispensasi nikah. Disamping 
itu data ini dapat pula diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, melalui 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek permasalahan yang 
diteliti. 
2. Data Sekunder 
Yaitu data pendukung dari data primer yang diperoleh secara langsung dari 
responden yang dikumpulkan melalui wawancara dan atau kuisioner, juga 
diperoleh melalui buku-buku dan majalah ilmiah seperti Mimbar Hukum dan 
Varia Peradilan. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan peneliti untuk 
mengumpulkan data, kemudian adapun metode atau teknik yang digunakan 
sebagai berikut: 
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a) Observasi yakni suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan 
mengadakan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada lokasi 
objek atau tempat yang dijadikan penelitian. 
b) Interview (wawancara), yaitu proses pengumpulan data dengan cara 
mengadakan dialog atau Tanya jawab secara langsung antara dua orang 
bertahap-tahap secara fisik. Dalam hal ini melalui orang-orang tertentu 
yang dapat memberikan data yang berhubungan dengan masalah yang 
dibahas. 
c) Dokumentasi, adalah cara untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat 
dokumen atau catatan yang ada, yang berhubungan dengan penelitian yang 
dilakukan dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat 
membantu dan memecahkan masalah-masalah dalam penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian memegang peranan penting dalam upaya mencapai 
tujuan penelitian. Bobot atau mutu penelitian kerapkali dinilai dari kualitas 
instrumen yang digunakan. Instrumen penelitian itu adalah alat-alat yang 
digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka 
memecahkan masalah penelitian atau menggapai tujuan penelitian.2 Adapun 
bentuk dari instrumen penelitian yang digunakan peneliti adalah pedoman 
wawancara dan alat untuk merekam maupun menulis hasil wawancara. Dalam hal 
ini peneliti juga berperan aktif dalam teknik pengumpulan data sekaligus sebagai 
instrumen penelitian.  
                                                            
2Muh. Khalifah Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Aynat 
Publishing, 2015), h. 100. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  
Analisis data dilakuan dengan cara menelaah data-data yan diperoleh dari 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung dari hasil 
wawancara terhadap narasumber. Dari hasil analisis ini kemudian ditarik 
kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang 
diangkat dalam penelitian ini. 
Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan 
merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian 
sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan 
pengumpulan fakta-fakta dilapangan, dengan demikian analisis data dapat 
dilakukan sepanjang proses penelitian.  
Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kalimat, kata, atau 
gambar.3 Data kualitatif juga dapat di definisikan sebagai data yang berbentuk 
kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau kata-kata. Oleh karena itu 
dalam memperoleh data tersebut penulis menggunakan metode pengolahan data 
yang sifatnya kualitatif, sehingga dalam mengolah data, penulis menggunakan 
teknik analisa sebagai berikut: 
1. Reduksi Data (data reduction) 
Reduksi data yang dimaksud adalah proses pemilihan, pemusatan 
perhatian untuk menyederhakan, mengabstrakkan dan transformasi data “kasar” 
yang bersumber dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi ini diharapkan untuk 
                                                            
3Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Data Sekunder, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 84. 
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menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam 
menyimpulkan hasil penelitian. 
2. Penyajian Data (data display) 
Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 
permasalahan penelitian dipilih anatar yang mana yang dibutuhkan dan yang 
mana yang tidak dibutuhkan, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan mana 
data yang subtabtif dan mana data pendukung. 
3. Penyajian Kesimpulan (conclution drawing/verivication)    
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian 
pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep 
dasar penelitian. Verifikasi dimaksud agar penilaian tentang kesesuaian data, 
dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian 
tersebut lebih tepat dan objektif.  
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BAB IV 
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKARA PERMOHONAN 
DISPENSASI PERKAWINAN 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sinjai 
1. Profil Pengadilan Agama Sinjai 
Pengadilan Agama Sinjai merupakan salah satu Pengadilan Agama dalam 
wilayah PTA Makassar, terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 5, Kelurahan 
Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Jarak 
tempuh dari Kota Makassar sekitar 220 Km. 
Secara geografis, kabupaten Sinjai merupakan kabupaten pesisir yang 
terletak di pesisir timur bagian selatan daratan Sulawesi Selatan yang berhadapan 
langsung dengan perairan Teluk Bone. Kabupaten Sinjai terletak antara 502’56” 
sampai 5021’16” Lintang Selatan dan antara 119056’30” sampai 120025’33” 
Bujur Timur. 
Batas-batas wilayah Kabupaten Sinjai adalah: 
• Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone; 
• Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone; 
• Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba; 
• Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 
Gedung kantor Pengadilan Agama Sinjai terdiri dari dua lantai, dengan 
luas bangunan 758 m2, berdiri kokoh di atas tanah secara keseluruhan seluas 
1.259 m2, luas tanah untuk bangunan 250 m2 dan sisanya 1.009 m2 untuk sarana 
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lingkungan (jalan, taman, parkiran, dan lain-lain). Saat ini sumber daya manusia 
yang tersedia sebanyak 35 orang, terdiri dari: 
• Ketua 
• Wakil Ketua 
• Panitera 
• Sekretaris 
• Hakim 4 orang (tidak termasuk Ketua dan Wakil Ketua) 
• Wakil Panitera 
• Panitera Muda Hukum 
• Panitera Muda Permohonan 
• Panitera Muda Gugatan 
• Panitera Pengganti 2 orang 
• Jurusita 2 orang 
• Jurusita Pengganti 1 orang 
• Kaur. Kepegawaian 
• Kaur. Umum 
• Kaur. Keuangan 
• Staf 6 orang 
• Tenaga Honorer & Sukarela 10 orang. 
2. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Sinjai 
a) Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Sinjai 
Pengadilan Agama Sinjai dibentuk berdasarkan adanya penetapan Menteri 
Agama Nomor 05 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958 maka Pengadilan 
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Agama/Mahkamah Syar’iyah terbentuk di Sinjai sebagai Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan 
Agama/Makmah Syar’iyah di Daerah Luar Jawa-Madura. 
Jadi terhitung tanggal 1 Maret 1958 kegiatan masalah perceraian Mawarits 
ditentukan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Sinjai yang berkedudukan 
di Kota Kabupaten Sinjai, yang wilayah Yuridiksinya adalah Kabupaten Sinjai 
Keseluruhan, jadi dengan demikian maka wewenang dan fungsi Qadhi-Qadhi 
tersebut tidak ada lagi. 
1) Sejarah (lengkap termasuk daerah hukum) Pembentukan Daerah Tk. II 
Sinjai 
Kabupaten Daerah Tk. II Sinjai sebelum memasuki periode Proklamasi 
Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah berstatus sebagiai suatu onderafduling 
yang pada waktu itu berada dibawah Afdeeling Bonthain. 
Afdeeling Bonthain dikepalai oleh seorang Assisten Resindent 
membawahi empat buah Wilayah onderafdeeling yang masing-masing dikepalai 
oleh seorang contreleur. Keempat wilayah onderafdeeling dimaksud adalah: 
1. Onderafdeeling Bantaeng; 
2. Onderafdeeling Bulukumba; 
3. Onderafdeeling Selayar; dan 
4. Onderafdeeling Sinjai.Onderafdeeling ini membawahi Wilayah-Wilayah 
Adat gemeenschap yang dipimpin oleh seorang Kepala Adat gemeenschap 
yang disebut Aru atau dengan gelar Puatta. 
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Onderafdeeling Sinjai sendiri membawahi enam buah Wilayah Adat 
gemeenschap yaitu: 
1. Adat gemeenschap Bulo-Bulo Timur; 
2. Adat gemeenschap Lamatti; 
3. Adat gemeenschap Tondong; 
4. Adat gemeenschap Bulo-Bulo Barat; 
5. Adat gemeenschap Manimpahoi; 
6. Adat gemeenschap Manipi dan Turungan. 
Keenam Wilayah Adat gemeenschap ini selanjutnya terbagi habis dalam 
73 buah Wilayah Kampung Kompexen. Tiap-tiap Kampung Kompexen dikepalai 
oleh seorang Kepala Kampung Yang bergelar Arung, biasa juga disebut dengan 
gelar Gella, Kepala, dan atau Karaeng. Agaknya bentuk dan susunan organisasi 
pemerintah seperti ini berlangsung sampai pendudukan tentara Jepang di 
Indonesia. 
Setelah memasuki periode Proklamasi Kemerdekaan khususnya periode 
Negara Kesatuan, beberapa ketentuan dan atau peraturan perundang-undangn 
yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang ada kaitannya dengan perubahan 
struktural Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan. 
Dengan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1952 Wilayah Sulawesi 
Selatan Tenggara dibagi dalam tujuh buah Daerah Swatantra yaitu masing-
masing: 
1. Daerah Swatantra Makassar di Sungguminasa; 
2. Daerah Swatantra Bhontain di Bhontain; 
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3. Daerah Swatantra Bone di Watampone; 
4. Daerah Swatantra Pare-Pare di Pare-Pare; 
5. Daerah Swatantra Mandar di Majene; 
6. Daerah Swatantra Luwu di Palopo; 
7. Daerah Swatantra Sulawesi Tenggara di Bau-Bau. 
Diantara tujuh daerah Swatantra yang terbentuk berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 34 tahun 1952 tersebut termasuk pula Daerah Swatantra Bhontain 
yang membawahi beberapa Kewedanaan, dan salah satu diantaranya adalah 
Kewedanaan Sinjai. 
Kewedanaan Sinjai pada waktu itu diperintahkan oleh seorang Kepala 
Pemerintah Negeri, yang pada waktu berstatus sebagai Onderafdeeling diperintah 
oleh seorang Kontroleur. 
Dibawah Kewedanaan ini terdapat Distrik yang dipimpin oleh seorang 
Kepala Distrik bentuk dan susunan Organisasi ini berlangsung sampai dengan 
lahirnya Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Sulawesi sebagaimana diketahui bahwa lahirnya Undang-Undang RI 
Nomor 29 tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah yang berlaku 
sejak diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957. 
Dengan Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 1959 ini, Wilayah Sulawesi 
dibagi dalam 37 buah Kotapraja /Daerah Tingkat II yang terperinci sebagai 
berikut: 
1. Untuk Sulawesi Utara dan Tengah terdiri dari 10 buah Kotaparaja/Daerah 
Tingkat II 
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2. Untuk Sulawesi Selatan dan Tenggara terdiri dari 27 buah 
Kotaparaja/Daerah Tingkat II. 
Dan setelah Sulawesi Tenggara resmi menjadi Propinsi yang tersendiri, 
maka Propinsi Daerah Tk. I Sulawesi Selatan terdiri dari 23 Kotapraja/Daerah 
Tingkat II. 
Diantara 23 buah Kotapraja/Daerah Tk. II yang terbentuk dalam Wilayah 
Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 1959 tersebut, 
termasuk didalamnya Daerah Tingkat II Sinjai sebagai salah satu Daerah Otonom 
di Sulawesi Selatan. 
Selanjutnya untuk memimpin Kabupaten Daerah Tk. II Sinjai sebagai 
suatu daerah Otonom yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri, oleh Menteri Dalam Negeri telah menunjuk 
dan mengangkat Abdul Latief (Mayor Purnairawan TNI/AD), yang dilantik pada 
tanggal 1 Februari 1960 sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sinjai yang 
pertama. Dengan demikian maka tanggal 1 Februari 1960, merupakan hari jadi 
Kabupaten Daerah Tk. II Sinjai sebagai suatu daerah Otonom yang berdiri sendiri 
2)  Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Sinjai 
Kabupaten Daerah Tk. II Sinjai sebelum Proklamasi Kemerdekaan R.I 
adalah berstatus sebagai suatu Onderfdeeling yang berada dibawah Afdeling 
Bhontain, dikepalai oleh seorang Controleur yang membawahi 6 buah wilayah 
Adat gemenschap , yaitu: 
1. Adat gemenschap Bulo-Bulo Timur; 
2. Adat gemenschap Lamatti; 
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3. Adat gemenschap Tondong; 
4. Adat gemenschap Bulo-Bulo Barat; 
5. Adat gemenschap Manimpahoi; 
6. Adat gemenschap Manipi dan Turungan. 
Tiap-tiap wilayah gemenschap tersebut dipimpin oleh seorang Kepala 
Adat gemenschap yang disebut Aru atau dengan gelar Puatta yang menguasai 
beberapa wilayah yang disebut Compexen. Tiap-tiap kampung Compexen 
dikepalai oleh seorang Kepala Kampung yang bergelar Arung bias juga disebut 
Gella, Kepala atau Karaeng. 
Di dalam Setiap wilayah Adat gemenschap tersebut atau di dalam 
Pemerintah seorang Aru tersebut didampingi oleh seorang Qadhi (Pemangku 
Agama) yang mengurusi soal-soal Agama/Keagamaan, seperti masalah 
Munakahat, Mawaris dan lain-lain, sedangkan wewenang Qadhi-Qadhi tersebut 
(Yudiriksinya) terbatas pada wilayah pemerintahan Aru tersebut. 
Dalam pelaksanaan perkawinan pada waktu itu cukup dilaksanakan oleh 
Imam saja sebagai pemangku Agama yang mendampingi Kepala Compexen 
(Arung) tanpa adanya pencatatan-pencatatan terlebih dahulu untuk itu. 
Setelah adanya penetapan Menteri Agama No. 05 tahun 1958 tanggal 06 
Maret 1958 maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah terbentuk di Sinjai, 
sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di Daerah Luar Jawa – 
Madura. 
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Jadi Terhitung tanggal 01 Maret 1958 kegiatan masalah perceraian, 
Mawarist dilakukan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Sinjai yang 
berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Sinjai, yang wilayah Yuridiksinya adalah 
Kabupaten Sinjai keseluruhan. Jadi dengan demikian maka wewenang dan fungsi 
Qadhi-Qadhi tersebut tidak ada lagi. 
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sinjai 
Pengadilan Agama Sinjai sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 
kehakiman di Indonesia, pro aktif melakukan pembenahan-pembenahan dalam 
upaya melaksanakan tugas-tugas pelayanan masyarakat pencari keadilan secara 
profesional dan bertanggung jawab yang bertumpu pada visi dan misi yakni: 
Visi : 
"Terwujudnya Pengadilan Agama Sinjai Yang Agung". 
Misi : 
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sinjai; 
2. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan 
kepada pencari keadilan.; 
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan 
terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Sinjai; 
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sinjai.1 
Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan 
perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang tertera serta pengawasan 
yang terkendali. 
                                                            
1Data Pengadilan Agama Sinjai Kelas II. 
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Dengan visi dan misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Sinjai 
menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari KKN serta bebas dari campur tangan 
pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, yang ditangani 
oleh tenaga-tenaga yang profesional, proporsional, handal serta terampil di 
bidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Agama Sinjai dapat 
menjadi Pengadilan Agama yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat 
pencari keadilan maupun instansi/lembaga lainnya. 
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sinjai 
Struktur organisasi Pengadilan Agama Sinjai mengacu pada Undang-
Undang RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan 
dan kesekretariatan peradilan. 
Susunan organisasi Pengadilan Agama Sinjai terdiri dari : Ketua, Wakil 
Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Panitera Muda Gugatan, 
Penitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Jurusita/Jurusita Pengganti, 
Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag Umum dan 
Keuangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan. 
Untuk lebih terperinci/detail dapat dilihat pada Struktur Organisasi Pengadilan 
Agama Sinjai sebagai berikut: 
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sinjai 
Ketua       : - 
Wakil Ketua      : H. Ali Hamdi., S.Ag., M.H. 
Pejabat Fungsional Hakim    : 
1. Drs. H. Abd. Jabbar., M.H. 
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2. Abd. Jamil Salam., S.H.I 
3. Taufiqurrahman., S.H.I 
4. Syahruddin., S.HI., M.H. 
Panitera      : Drs. H. Sudarno., M.H. 
Sekretaris      : Muhammad Arsyuddin., S.PI 
Panitera Pengganti     :  
1. Dra. Hj. Nursyaya 
2. Mansurdin., BA 
3. Rismawati. B., S.H 
4. Surianti., S.EI 
5. Bachra., S.HI 
Panitera Muda Permohonan    : Dra. Nur Afidah 
Panitera Muda Hukum    : Irmah., S.H 
Kasubag Kepegawaian & Ortala   : Norma 
Kasubag Keuangan & Umum   : Nurliah., S.Kom 
Kasubag Perencanaan IT & Pelaporan  : Askar 
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Gambar 1 
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sinjai Kelas II
 
Gambar. 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sinjai 
5. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama Sinjai 
Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari 
keadilan ialah menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap perkara yang 
diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair. 
Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di 
Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili 
perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tententu.  
Jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sinjai 
berdasarkan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 yaitu: 
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Tabel 1 
NO. JENIS-JENIS PERKARA 
1. PERKAWINAN 
a. Izin Poligami 
b. Pencegahan Perkawinan 
c. Penolakan Perkawinan oleh PPN 
d. Pembatalan Perkawinan 
e. Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri 
f. Cerai Talak 
g. Cerai Gugat 
h. Harta Bersama 
i. Penguasaan Anak 
j. Nafkah Anak oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu 
k. Hak-hak Bekas Istri / Kewajiban Bekas Suami 
l. Pengesahan Anak 
m. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 
n. Perwalian 
o. Pencabutan Kekuasaan Wali 
p. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan 
q. Ganti Rugi Terhadap Wali 
r. Penetapan Asal Usul Anak dan Penetapan Pengangkatan anak 
s. Penolakan Kawin Campur 
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t. Izin Kawin 
u. Dispensasi Kawin 
v. Isbat Nikah 
w. Wali Adhol 
2. KEWARISAN 
3. WASIAT 
4. HIBAH 
5. WAKAF 
6. SHODAQOH 
7. EKONOMI SYARI'AH 
a. Bank Syariah 
b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah 
c. Asuransi Syari'ah 
d. Reasuransi Syari'ah 
e. Reksa Dana Syari'ah 
f. Obligasi Syari'ah 
g. Sekuritas Syari'ah 
h. Pembiayaan Syari'ah 
i. Pegadaian Syari'ah 
j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah 
k. Bisnis Syari'ah 
 
Tabel 4.2 : Kewenangan Pengadilan Agama Sinjai 
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Tabel 2 
Jumlah perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Sinjai dari tahun 
2016-(Januari-Oktober 2017): 
Tabel 4.1 Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2016-2017 
B. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Memutus Perkara 
Permohonan Dispensasi Nikah Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj  
 
Hakim sebagai pelaksana kehakiman mempunyai kemerdekaan dan 
otoritas dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan tugasnya hakim tidak 
dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim hanya tunduk kepada 
hukum dan keadilan, disamping itu juga dalam membuat putusan hakim harus 
mempertimbangkan segala temuan yang ditemukan didalam persidangan dan 
NO. BULAN 
TAHUN 
2016 2017 
1. Januari 9 4 
2. Februari 6 3 
3. Maret - 9 
4. April 1 5 
5. Mei 2 2 
6. Juni 1 1 
7. Juli 2 7 
8. Agustus 5 2 
9. September 6 11 
10. Oktober 5 11 
11. November 2 - 
12. Desember 5 - 
 JUMLAH 44 Perkara 55 Perkara 
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semua temuan tersebut harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dijadikan 
pertimbangan untuk menentukan hukum. 
Pada perkara dispensasi nikah Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj. Pemohon 
adalah orang tua dari anak perempuan yang berumur 13 tahun 2 bulan. Pemohon 
berencana untuk melangsungkan perkawinan tetapi Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai menolak mengawinkan karena 
belum cukup umur berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai Nomor : B.124/Kua 
21.19.02/PW.01/09/2016 tertanggal 14 September 2016 yang menolak 
mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum 
cukup umur. Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan yaitu belum mencapai umur 19 tahun. Anak perempuan dari pemohon 
ini telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang sudah saling kenal dan telah 
lama saling mencintai. Bagi anak perempuan pemohon dengan calon suaminya 
tidak ada halangan untuk menikah.  
Hubungan kedua anak yang dikatakan sudah saling menyukai dan saling 
mencintai ditakutkan akan bermuara ke jalan yang salah. Keinginan orang tua 
yang sudah ingin menikahkan anaknya dan anak yang sudah mempunyai 
keinginan atau hasrat yang tinggi dalam membangun rumah tangga namun 
tersendat keinginannya karena batas usia menurut Undang-Undang Perkawinan 
belum mencukupi umur untuk melakukan perkawinan padahal kedua orang tua 
sudah merestui hubungan. Abd. Jamil Salam, S.H.I hakim Pengadilan Agama Sinjai 
mengungkapkan bahwa: 
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Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil 
permohonan pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa anak pemohon 
dipandang layak untuk dinikahkan dengan calon suaminya untuk 
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena keduanya sudah sama-
sama suka dan saling mencintai.2 
 
Dalam penetapan putusan pada perkara Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj. 
prosedur sudah memenuhi syarat sehingga majelis hakim memberikan dispensasi. 
Menurut majelis hakim sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta bahwa, yang 
menghalangi antara anak pemohon itu hanyalah masalah administrasi yaitu 
berkenaan dengan umur anak yang hendak menikah. Bapak Drs. H. Sudarno., 
M.H. selaku Panitera juga menambahkan bahwa:  
Dari segi administrasi, tidak ada perbedaan antara perkara dispensasi 
dengan perkara-perkara pada umumnya, yang penting mendaftarkan perkara 
di meja 1 dalam hal ini menerima dan menaksir biaya perkara sesuai dengan 
radius, setelah itu perkara akan diregister dalam buku register perkara 
karena tidak ada perkara tanpa adanya biaya.3 
Dengan diberikannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama, maka 
keabsahan hubungan dan status perkawinan mereka sah dihadapan hukum 
dan dimata masyarakat. Apabila permohonan dispensasi kawin tidak 
dikabulkan, maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa, misalnya si 
anak nekat melakukan hubungan suami istri kemudian hamil terlebih dahulu 
sebelum adanya perkawinan.4 
 
1. Kasus Posisi 
- Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan 
nelayan, tempat kediaman di Dusun Pulau Burung Lohe, Desa Pulau 
                                                            
2
 Abd. Jamil Salam (39 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sinjai, Wawancara, Sinjai 14 
Agustus 2017. 
3Sudarno (52 tahun), Panitera Pengadilan Agama Sinjai, Wawancara, Sinjai 15 Agustus 
2017. 
4Syahruddin (35 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sinjai, Wawancara, Sinjai 15 Agustus 
2017. 
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Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya 
disebut sebagai Pemohon; 
Menimbang, bahwa  Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 
September 2016 yang telah mengajukan permohonan dispensai kawin, yang telah 
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 
135/Pdt.P/2016/PA.Sj,  tanggal  15 September 2016  dengan dalil-dalil sebagai 
berikut: 
1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya 
dengan Esse binti Masjidi yang berama Santi binti Ansar, lahir 01 Juli 2003 
(umur 13 tahun, 2 bulan), Agama   Islam, tidak bekerja, tempat kediaman di 
Dusun Pulau Burung Lohe, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau 
Sembilan, Kabupaten Sinjai. Dengan calon suaminya bernama Risal bin 
Tajuddin, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan nelayan, tempat kediaman 
di Dusun Pulau Burung Lohe, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau 
Sembilan, Kabupaten Sinjai. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di 
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau 
Sembilan, Kabupaten Sinjai; 
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut 
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku 
telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon  belum mencapai umur 
16 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.10969, 
tertanggal 09 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil 
Kabupaten Sinjai; 
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3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai Nomor : B.124/Kua 
21.19.02/PW.01/09/2016 tertanggal 14 September 2016 yang menolak 
mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum 
cukup umur; 
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena 
keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun dan hubungan 
mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan 
terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak 
segera dinikahkan; 
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada 
larangan untuk melakukan pernikahan; 
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap 
untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga; 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua 
Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, 
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:  
2. Primeir 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 
 2. Memberi Dispensasi  kepada anak Pemohon (Santi binti Ansar)  untuk 
menikah dengan laki-laki (Risal bin Tajuddin); 
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
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3. Subsideir  
 Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang 
seadil-adilnya. 
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,  Pemohon telah 
hadir sendiri, oleh Majelis Hakim telah memberika nasihat terkait dispensasi 
kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada 
permohonannya; 
Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan 
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh  Pemohon; 
  Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Santi 
binti Ansar dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana 
tersebut dalam berita acara sidang; 
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat 
bukti berupa: 
A. Surat: 
- Asli surat Penolakan Pernikahan, B.124/KUA.21-19.02/PW.01/09/1016, 
tanggal 14 September 2016, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai yang telah 
diberi meterai cukup, kemudian diberi  tanda, bukti  P.1; 
- Fotokopi kartu keluarga, nomor 7307091503070057 tanggal 15 Januari 
2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kabupaten Sinjai,  yang telah diberi meterai cukup dan telah 
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dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi   tanda, bukti  
P.2; 
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 73.07-AL-2009.000.10969, 
tanggal 9  Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai yang telah diberi meterai cukup dan 
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi  tanda, 
bukti  P.3; 
B. Saksi: 
1. Kamaluddin bin Bandu, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir 
SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Pulau Burung Lohe, 
Desa Pulau Burung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, 
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 
- bahwa saksi kenal Pemohon; 
- bahwa saksi kemenakan Pemohon; 
- bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama 
Sinjai yaitu Pemohon bermohon dispensai kawin karena Pemohon 
bermaksud menikahkan anaknya, namun anak Pemohon tersebut 
belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
- bahwa nama anak Pemohon yang mau dinikahkan adalah Santi binti 
Ansar; 
- bahwa umur Santi binti Ansar 13 (tiga  belas) tahun 2 (dua)  bulan; 
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- bahwa anak Pemohon (Santi binti Ansar) sudah berhenti sekolah sejak 
kelas  5 (lima)  SD; 
- bahwa saksi tahu calon suami Santi binti Ansar namanya Risal bin 
Tajuddin; 
- bahwa saksi mengetahui Santi binti Ansar menjalin hubungan cinta 
dengan Risal karena Santi sering meminjam hand phone saksi untuk 
berbicara dengan Risal; 
- bahwa Pemohon dan orang tua Risal sudah sepakat untuk menikahkan 
Santi binti Ansar dengan Risal demi untuk menghindari hal-hal yang 
tidak diinginkan; 
- bahwa Santi binti Ansar dengan Risal bin Tajuddin mempunyai 
hubungan keluarga yakni sepupu dua kali; 
- bahwa Santi binti Ansar tidak pernah sesusuan dengan Risal bin 
Tajuddin; 
- bahwa status Santi binti Ansar adalah perawan/gadis, sedangkan status 
Risal bin Tajuddin adalah jejaka; 
- bahwa Risal bin Tajuddin telah melamar anak Pemohon dan Pemohon 
telah menerima lamaran tersebut; 
- bahwa uang belanja yang disepakati sejumlah Rp 23.000.000,00 (dua 
puluh tiga juta rupiah); 
- bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya (Santi binti 
Ansar) dengan Risal bin Tajuddin yaitu hari Rabu, tanggal 28 
September 2016; 
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2. Bahraini binti Sukri, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, 
pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pulau Burung Lohe, Desa 
Pulau Burung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, di 
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 
- bahwa  saksi kenal Pemohon; 
- bahwa saksi kemenakan Pemohon; 
- bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan karena Pemohon 
memohon dispensasi kawin karena Pemohon bermaksud untuk 
menikahkan anaknya yang bernama Santi binti Ansar, namun anak 
Pemohon tersebut belum cukup umur  untuk dinikahkan; 
- bahwa umur Alfitriani bin Muddin 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan; 
- bahwa Santi binti Ansar sudah berhenti sekolah sejak SD kelas 5 
(lima); 
- bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon (Santi binti Ansar) 
bernama Risal  bin Tajuddin; 
- bahwa Santi binti Ansar telah menjalin hubungan cinta dengan Risal 
bin Tajuddin; 
- bahwa saksi tahu Santi binti Ansar menjalin hubungan cinta dengan 
Risal bin Tajuddin karena saksi sering menedengar keduanya berbicara 
lewat handphone; 
- bahwa Pemohon dan orang tua calon Risal bin Tajuddin sepakat untuk 
menikahkan Santi binti Ansar dengan Risal bin Tajuddin demi untuk 
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan; 
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- bahwa  Santi binti Ansar dengan Risal bin Tajuddin mempunyai 
hubungan famili yaitu sepupu dua kali; 
- bahwa status Santi binti Ansar adalah gadis dan status Risal bin 
Tajuddin adalah jejaka;  
- bahwa Santi binti Ansar tidak pernah sesusuan dengan Risal bin 
Tajuddin; 
- bahwa status Santi binti Ansar perawan dan Risal bin Tajuddin jejaka;  
- bahwa keluarga Risal bin Tajuddin sudah melamar Santi binti Ansar 
dan keluarga Pemohon sudah menerima lamaran tersebut; 
- bahwa uang belanja yang disepakati sejumlah Rp 23.000.000,00 (dua 
puluh tiga juta rupiah); 
- bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya (Santi binti 
Ansar) dengan Risal bin Tajuddin yaitu hari Rabu, tanggal 23 
September 2016; 
Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya 
sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang; 
Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang 
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari penetapan ini. 
PERTIMBANGAN HUKUM 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 
sebagaimana diuraikan di atas; 
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Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokonya adalah 
sebagai berikut: 
-  Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan 
Esse binti Masjidi yang bernama Santi binti Ansar, lahir pada tanggal 1 Juli 
2003 (umur 13 tahun 2 bulan), dengan seorang laki-laki  bernama Risal bin 
Tajuddin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman 
di Dusun Pulau Burung Lohe, Desa Pulau Burung Pitue, Kecamatan Pulau 
Sembilan, Kabupaten Sinjai, namun ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, karena anak Pemohon 
(Santi binti Ansar) belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun; 
-  Bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Santi binti Ansar 
dengan Risal bin Tajuddin, karena Santi binti Ansar, telah berhenti sekolah 
sejak kelas lima SD dan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama 2 
(dua) tahun, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan; 
-  Bahwa keluarga Risal Tajuddin telah melamar anak Pemohon dan pihak 
Pemohon telah menerima lamaran pihak keluarga Risal bin Tajuddin; 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon  
telah  mengajukan alat  bukti  surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi; 
Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil angka 3 merupakan akta 
autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Pegawai 
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten 
Sinjai untuk mencatatkan pernikahan Santi binti Ansar dengan calon suaminya 
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(Risal bin Tajuddin) karena Santi binti Ansar belum cukup 16 tahun umurnya, 
sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut 
mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; 
Menimbang, bahwa bukti P.2 mengenai dalil angka 1 merupakan akta 
autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai 
hubungan keluarga antara Pemohon dengan Santi binti Ansar yakni ayah dan 
anak, sehingga memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut 
mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; 
Menimbang, bahwa bukti P.3 mengenai dalil angka 2 merupakan akta 
autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai 
umur Santi binti Ansar yang sampai sekarang baru berumur 13 (lima belas) tahun 
2 (dua) bulan, menunjukkan bahwa Santi binti Ansar  belum memcapai umur 16 
tahun, batas minimal umur yang ditentukan dalam perundang-undangan untuk 
menikah bagi perempuan, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan 
materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; 
Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, 
sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172  ayat 1 
angka 4 R.Bg; 
Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon mengenai dalil 
permohonan Pemohon angka 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, 
didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, 
sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah 
65 
 
 
 
diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki 
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 
Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan 
keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, 
sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 
angka 4 R.Bg.; 
Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 pemohon mengenai angka  4, 5 dan 
6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang 
harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi 
syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu 
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima 
sebagai alat bukti; 
   Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian 
dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang 
saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.; 
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-
fakta sebagai berikut: 
1. bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Santi binti Ansar 
dengan seorang laki-laki bernama Risal bin Tajuddin, namun ditolak oleh 
Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau 
Sembilan, Kabupaten Sinjai, karena belum mencapai umur 16 (enam belas) 
tahun; 
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2. bahwa pernikahan anak Pemohon (Santi binti Ansar) dengan Risal bin 
Tajuddin sangat mendesak karena keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) 
tahun dan keluarga Risal bin Tajuddin telah melamar Santi binti Ansar serta 
telah menyepakati uang belanja yang akan diberikan kepada pihak keluarga 
Santi binti Ansar; 
3. bahwa Santi binti Ansar dengan Risal bin Tajuddin bukan muhrim dan tidak 
pernah sesusuan pada waktu kecilnya; 
4. bahwa Santi binti Ansar berstatus gadis sementara Risal bin Tajuddin 
berstatus jejaka; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 
1. bahwa Pemohon dengan Santi binti Ansar mempunyai hubungan sebagai ayah 
dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) 
untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri Santi binti Ansar ; 
2. bahwa anak Pemohon (Santi binti Ansar) tidak mempunyai halangan untuk 
menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku tentang perkawinan; 
3. bahwa anak Pemohon (Santi binti Ansar) tidak sekolah, telah aqil balik serta 
pihak keluarga Santi binti Ansar telah menerima lamaran Risal bin Tajuddin; 
Menimbang, bahwa  dari fakta tersebut di atas, terbukti Santi binti Ansar 
adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan Esse binti Masjidi yang akan 
dikawinkan dengan laki-laki bernama Rustam bin Tajuddin, namun belum 
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mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan 
disepensai kawin dari Pengadilan Agama; 
Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 
1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika 
pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak 
perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, dan jika laki-laki maupun 
perempuan tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat 
(2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan 
solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka diminta dispensasi kepada 
Pengadilan Agama; 
Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama Santi binti Ansar 
baru berumur 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan, sehingga terhadap anak 
Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama in casu 
Pengadilan Agama Sinjai; 
Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-Undang 
RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, disebutkan bahwa 
ketentuan batas umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya 
agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat 
melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan  secara baik 
dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. 
Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama 
Santi binti Ansar belum mencapai umur minimal 16 (enam belas) tahun untuk 
menikah bagi seorang perempuan, namun anak tersebut telah berhenti sekolah 
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sejak kelas 5 (lima) SD dan tubuhnya sudah besar melebihi besar tubuh 
seumurnya serta bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-
laki yang telah melamarnya; 
Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut 
adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, 
karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta, 
sehingga apabila pernikahannya ditunda, dikhawatirkan akan terjerumus pada 
perbuatan yang tercela (berbuat maksiat); 
Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata 
tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan 
Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan 
nasional; 
Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai 
telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim 
berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak 
Pemohon berumur 16 (enam  belas) tahun, padahal mereka sudah tidak bisa lagi 
dipisahkan maka kemudaratan akan lebih nampak dari pada manfaatnya jika 
pernikahan mereka ditunda-tunda, mengingat kaidah fiqhiyah yang berbunyi: 
حـــلاـــصـــــملا بــلـج يلع مدــقــم دــسافـملا ءرد 
Artinya: Meninggalkan kemudaratan harus didahulukan dari pada mencari 
kemaslahatan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 
atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan; 
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Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka 
petitum angka 2 permohoan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sinjai  
memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Santi binti Ansar) untuk menikah 
dengan laki-laki bernama Risal bin Tajuddin;  
         Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 
maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1)  Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989  
tentang Peradilan Agama, sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang RI 
Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon; 
Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum 
Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 
M E N E T A P K A N 
1. Mengabulkan permohonan  Pemohon; 
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Santi binti Ansar untuk 
menikah dengan laki-laki yang bernama Risal bin Tajuddin; 
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 
591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 
Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Sinjai  pada hari Jum’at, tanggal 23 September 2016 Masehi 
bertepatan tanggal 21 Dzulhijjah 1437 Hijriah yang  diucapkan  pada  hari  itu  
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H.Abd.Jabbar, M.H., 
sebagai  Ketua  Majelis, Abd.Jamil Salam, S.H.I dan Taufiqurrahman, S.H.I, 
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masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota, dibantu  oleh Mansurdin, B.A, sebagai 
Panitera  Pengganti  dengan  dihadiri oleh Pemohon. 
Adapun yang menjadi Dasar Hukum Hakim dalam memutus perkara 
dispensasi nikah Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj yaitu: 
1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang 
Perkawinan 
Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap 
ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta 
dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 
orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.  
2.  Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1)  
Menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, 
perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai 
umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun 
dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 
C. Kedudukan Putusan Hakim pada Perkara Permohonan Dispensasi 
Perkawinan  
 
Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk 
menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan 
membenarkan orang yang benar. Dan didalam menjalankan tugasnya, ia tidak 
hanya bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berperkara saja, dan menjadi 
tumpuan harapan pencari keadilan, akan tetapi juga mempertanggung 
jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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Putusan hakim dari suatu lembaga peradilan secara filosufis telah diberi 
label sebagai mahkota hakim. Sebuah mahkota idealnya adalah indah dan 
menawan serta enak untuk dipandang oleh pencari keadilan. Dan bahasa putusan 
itu adalah senjata hakim yang berisi kata-kata bijak yang diungkapkan secara 
lugas, jelas dan tegas. Dan senantiasa menghindari kata-kata prontal, berbelit-belit 
dan tumpang tindih sehingga pencari keadilan merasa perlu dan mengenakkan 
untuk dibaca. Sedangkan isi putusan harus mencerminkan tentang keadilan hakim 
sebagai wakil Tuhan di atas dunia, sesuai dengan kalimat Demi Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar rasa keadilan itu dapat dilihat 
dengan kasat mata dan dapat dirasa dengan mata hati orang lain maka hakim harus 
punya sikap dan perilaku yang tanggap, tangkas dan tangguh (istilah 3 tang) 
dalam melaksanakan dan menerapkan hukum materiil dan hukum formil di 
persidangan. Dan juga sikap adil terhadap pihak-pihak berperkara, tidak memihak 
dan tidak membeda-bedakan kedudukan serta menghormati strata sosial pihak-
pihak berperkara yang satu dengan lainnya.5 
Profesi hakim merupakan profesi hukum, karena pada hakekatnya 
merupakan pelayanan kepada manusia dan masyarakat dibidang hukum. Oleh 
karenanya hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, 
yang kesemuanya dituangkan dalam prinsip pokok pedoman perilaku hakim, 
antara lain: 
1. Berperilaku Adil; 
2. Berperilaku Jujur; 
                                                            
5Mahjudi, Putusan Hakim adalah Mahkota Hakim, 
www.badilag.net/artikel/publikasi/artikel/ diakses tanggal 23 September 2017. 
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3. Berperilaku Arif dan Bijaksana; 
4. Berperilaku Mandiri; 
5. Berintegritas Tinggi; 
6. Bertanggung Jawab; 
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri; 
8. Berdisiplin Tinggi; 
9. Berperilaku Rendah Hati; 
10. Bersikap Profesional.6 
 Dalam memutus perkara dispensasi nikah Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj 
sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak karena pada prinsipnya seorang hakim dalam 
memutus sebuah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama, hakim betul-
betul mempertimbangkan hak-hak anak untuk terus hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan memperoleh 
pendidikan yang layak sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Anak. 
Abd. Jamil Salam, S.H.I hakim Pengadilan Agama Sinjai juga 
menambahkan bahwa: 
Tidak semua permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan, terkadang 
juga ada yang ditolak. Karena nantinya pada pemeriksaan akan dipanggil 
pihak anak untuk ditanya mengenai kesiapannya untuk menikah apakah 
tidak ada faktor paksaan dari orang tua, dalam pemeriksaan tersebut hanya 
semata-mata untuk kepentingan anak dan ini ada kaitannya dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, jadi yang 
dilindungi ialah hak-hak dan kepentingan anak. Dalam pemeriksaan 
                                                            
6Data Pengadilan Agama Sinjai Kelas II. 
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dipersidangan hakim juga melihat dari faktor fisik dan mental anak apakah 
sudah memungkinkan untuk menikah atau belum. Dan dari dasar itulah 
hakim juga mempertimbangkan apakah permohonan dispensasi nikah dapat 
dikabulkan atau tidak.7 
 
D. Analisis Putusan Hakim tentang Dispensasi Perkawinan 
Pada perkara dispensasi nikah Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj. Pemohon 
adalah orang tua dari anak perempuan yang berumur 13 tahun 2 bulan. Pemohon 
berencana untuk melangsungkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai namun ditolak dengan alasan usia 
anak masih dibawah umur. Pada perkara tersebut, Pemohon telah mengajukan 
beberapa bukti surat berupa: 
1. Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau 
Sembilan, Kabupaten Sinjai Nomor : B.124/Kua 21.19.02/PW.01/09/2016 
tertanggal 14 September 2016 yang kemudian diberi tanda P.1; 
2. Fotokopi kartu keluarga, nomor 7307091503070057 tanggal 15 Januari 
2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kabupaten Sinjai,  yang telah diberi meterai cukup dan telah 
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi   tanda, bukti  
P.2; 
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.10969, tertanggal 09 
Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, 
kemudian diberi tanda, bukti P.3. 
                                                            
7
 Abd. Jamil Salam (39 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sinjai, Wawancara, Sinjai 15 
Agustus 2017. 
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Untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon juga mengajukan bukti lain 
berupa dua orang saksi dalam persidangan yaitu: 
1. Kamaluddin bin Bandu, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir 
SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Pulau Burung Lohe, 
Desa Pulau Burung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. 
2. Bahraini binti Sukri, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, 
pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pulau Burung Lohe, Desa 
Pulau Burung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai 
Dalam penetapan putusan tersebut penulis melihat dan menganalisa bahwa 
dasar yang digunakan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan, 
yaitu Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) dan kaidah 
fiqhiyah. 
Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) 
mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada 
Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak 
laki- laki maupun pihak perempuan. Jadi, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-
Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim diberi kewenangan 
untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan. 
Menurut analisis penulis bahwa hakim di Pengadilan Agama Sinjai dalam 
mengabulkan perkara dispensasi nikah, selain menggunakan Undang-Undang 
sebagai hukum positif juga memandang dari hukum Islam yaitu kaidah fiqhiyah 
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yaitu meninggalkan kemudaratan harus didahulukan daripada mencari 
kemaslahatan. 
Dalam putusan tersebut hakim juga melihat dari segi Perlindungan Anak 
yang termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak yang dimana hakim betul-betul mempertimbangkan hak-hak 
anak untuk terus hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi, dan memperoleh pendidikan yang layak sesuai 
dengan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak.  
Menurut Penulis bahwa hakim telah mengambil tindakan yang bijaksana 
berupa putusan berdasarkan hukum dan keadaan fakta yang sebenarnya. Artinya, 
apabila fakta telah sesuai dengan hukumnya, hakim akan mengabulkan 
permohonan dispensasi nikah. Dan sebaliknya, apabila fakta tidak sesuai dengan 
hukumnya, permohonan dispensasi akan ditolak. Itulah kebijakan tindakan hakim 
berdasarkan kemerdekaan dan otoritas yang dimiliknya, dan inilah penemuan 
hakim dalam putusan permohonan dispensasi nikah.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari 
wawancara, dokumentasi dan analisis yang dilakukan penulis, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut:   
1.  Dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam perkara dispensasi 
perkawinan Nomor: 135/Pdt.P/2016/PA.Sj adalah ketentuan pasal 7 ayat 
(1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1), dan kaidah fiqiyah. 
Pertimbangan hakim adalah jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak 
maka akan menimbulkan kemadaratan (kerusakan). Sedangkan dampak 
dan keterkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak juga 
dijadikan rujukan.  
2. Putusan hakim dari suatu lembaga peradilan secara filosufis telah diberi 
label sebagai mahkota hakim. Olehnya itu kedudukan putusan hakim 
dalam perkara dispensasi nikah dapat dijadikan sebuah rujukan untuk 
menemukan hukum baru oleh hakim. 
Dalam penetapan dispensasi nikah Nomor: 135/Pdt.P/2016/PA.Sj 
sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mengingat bahwa anak dari 
pemohon sudah tidak sekolah sejak kelas 5 Sekolah Dasar (SD). Karena 
pada prinsipnya seorang hakim dalam memutus sebuah perkara dispensasi 
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nikah di Pengadilan Agama, hakim betul-betul mempertimbangkan hak-
hak anak sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Anak.  
B. Implikasi Penelitian 
1. Para Hakim Pengadilan Agama, khususnya dalam menangani kasus 
permohonan dispensasi nikah, supaya lebih berhati-hati dalam memeriksa 
dan memutus perkara dispensasi nikah. Hal ini dikarenakan, bisa saja 
terjadi kebohongan atau manipulasi oleh pihak yang mengajukan 
dispensasi nikah agar hakim tetap dapat menikahkan anak yang masih 
tergolong dibawah umur. 
2. Perlu adanya aturan mengenai pembatasan penggunaan alat 
telekomunikasi bagi anak yang masih dibawah umur, hal ini perlu 
dilakukan supaya bisa mengantisipasi penyalahgunaan teknologi bagi 
anak yang dapat merusak mental mereka dalam bergaul, sehingga dapat 
mengurangi angka kehamilan diluar nikah bagi remaja yang tergolong 
masih dibawah umur.    
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Hal.1 dari  13 hal. Pen. No.135/Pdt.P/2016/PA.Sj 
      P E N E T A P A N 
Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj 
ميحرلا نمحرلا 
 مسب 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara 
pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara  dispensasi 
kawin yang diajukan oleh : 
Ansar bin Nusu, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, 
pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Pulau 
Burung Lohe, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan 
Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut 
sebagai Pemohon; 
Pengadilan Agama tersebut ; 
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; 
Telah mendengar keterangan  Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di 
muka sidang ; 
DUDUK PERKARA 
Menimbang, bahwa  Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 
15 September 2016 yang telah mengajukan permohonan dispensai kawin, 
yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan 
register perkara nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj,  tanggal  15 September 
2016  dengan dalil-dalil sebagai berikut : 
1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil 
perkawinannya dengan Esse binti Masjidi yang berama Santi binti 
Ansar, lahir 01 Juli 2003 (umur 13 tahun, 2 bulan), Agama   Islam, 
tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Pulau Burung Lohe, Desa 
Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. 
Dengan calon suaminya bernama Risal bin Tajuddin, Umur 31 tahun, 
Agama Islam, Pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Pulau 
Burung Lohe, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, 
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Kabupaten Sinjai. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan 
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau 
Sembilan, Kabupaten Sinjai; 
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik 
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak 
Pemohon  belum mencapai umur 16 tahun, sesuai Kutipan Akta 
Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.10969, tertanggal 09 Juli 2009 
yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai; 
3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai Nomor : B.124/Kua 
21.19.02/PW.01/09/2016 tertanggal 14 September 2016 yang menolak 
mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak 
Pemohon belum cukup umur ; 
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan 
karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun 
dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon 
sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan 
Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan; 
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak 
ada larangan untuk melakukan pernikahan; 
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah 
siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga; 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua 
Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, 
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:  
1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 
2. Memberi Dispensasi  kepada anak Pemohon (Santi binti Ansar)  untuk 
menikah dengan laki-laki (Risal bin Tajuddin); 
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3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang 
seadil-adilnya; 
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,  
Pemohon telah hadir sendiri, oleh Majelis Hakim telah memberika nasihat 
terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon 
menyatakan tetap pada permohonannya ; 
Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan 
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh  Pemohon ; 
 Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama 
Santi binti Ansar dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya 
sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang ; 
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 
alat bukti berupa : 
A. Surat : 
1. Asli surat Penolakan Pernikahan, B.124/KUA.21-
19.02/PW.01/09/1016, tanggal 14 September 2016, yang 
dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai yang telah diberi meterai cukup, 
kemudian diberi  tanda, bukti  P.1 ; 
2. Fotokopi kartu keluarga, nomor 7307091503070057 tanggal 15 
Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai,  yang telah diberi meterai 
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, 
kemudian diberi   tanda, bukti  P.2 ; 
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 73.07-AL-2009.000.10969, 
tanggal 9  Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai yang telah 
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diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata 
sesuai, kemudian diberi   tanda, bukti  P.3 ; 
B. Saksi : 
1. Kamaluddin bin Bandu, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan 
terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Pulau 
Burung Lohe, Desa Pulau Burung Pitue, Kecamatan Pulau 
Sembilan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan 
keterangan sebagai berikut : 
- bahwa saksi kenal Pemohon ; 
- bahwa saksi kemenakan Pemohon ; 
- bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan 
Agama Sinjai yaitu Pemohon bermohon dispensai kawin karena 
Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, namun anak 
Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 
- bahwa nama anak Pemohon yang mau dinikahkan adalah Santi 
binti Ansar ; 
- bahwa umur Santi binti Ansar 13 (tiga  belas) tahun 2 (dua)  
bulan ; 
- bahwa anak Pemohon (Santi binti Ansar) sudah berhenti 
sekolah sejak kelas  5 (lima)  SD ; 
- bahwa saksi tahu calon suami Santi binti Ansar namanya Risal 
bin Tajuddin ; 
- bahwa saksi mengetahui Santi binti Ansar menjalin hubungan 
cinta dengan Risal karena Santi sering meminjam hand phone 
saksi untuk berbicara dengan Risal ; 
- bahwa Pemohon dan orang tua Risal sudah sepakat untuk 
menikahkan Santi binti Ansar dengan Risal demi untuk 
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ; 
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- bahwa Santi binti Ansar dengan Risal bin Tajuddin mempunyai 
hubungan keluarga yakni sepupu dua kali ; 
- bahwa Santi binti Ansar tidak pernah sesusuan dengan Risal bin 
Tajuddin ; 
- bahwa status Santi binti Ansar adalah perawan/gadis, 
sedangkan status Risal bin Tajuddin adalah jejaka ; 
- bahwa Risal bin Tajuddin telah melamar anak Pemohon dan 
Pemohon telah menerima lamaran tersebut ; 
- bahwa uang belanja yang disepakati sejumlah Rp 
23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ; 
- bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya (Santi 
binti Ansar) dengan Risal bin Tajuddin yaitu hari Rabu, tanggal 
28 September 2016 ; 
2. Bahraini binti Sukri, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan 
terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pulau 
Burung Lohe, Desa Pulau Burung Pitue, Kecamatan Pulau 
Sembilan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan 
keterangan sebagai   berikut : 
- bahwa  saksi kenal Pemohon ; 
- bahwa saksi kemenakan Pemohon ; 
- bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan karena 
Pemohon memohon dispensasi kawin karena Pemohon 
bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Santi 
binti Ansar, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur  
untuk dinikahkan ; 
- bahwa umur Alfitriani bin Muddin 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) 
bulan ; 
- bahwa Santi binti Ansar sudah berhenti sekolah sejak SD kelas 
5 (lima) ; 
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- bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon (Santi binti Ansar) 
bernama Risal  bin Tajuddin ; 
- bahwa Santi binti Ansar telah menjalin hubungan cinta dengan 
Risal bin Tajuddin ; 
- bahwa saksi tahu Santi binti Ansar menjalin hubungan cinta 
dengan Risal bin Tajuddin karena saksi sering menedengar 
keduanya berbicara lewat hand phone ; 
- bahwa Pemohon dan orang tua calon Risal bin Tajuddin 
sepakat untuk menikahkan Santi binti Ansar dengan Risal bin 
Tajuddin demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ; 
- bahwa  Santi binti Ansar dengan Risal bin Tajuddin mempunyai 
hubungan famili yaitu sepupu dua kali ; 
- bahwa status Santi binti Ansar adalah gadis dan status Risal bin 
Tajuddin adalah jejaka ;  
- bahwa Santi binti Ansar tidak pernah sesusuan dengan Risal bin 
Tajuddin ; 
- bahwa status Santi binti Ansar perawan dan Risal bin Tajuddin 
jejaka ;  
- bahwa keluarga Risal bin Tajuddin sudah melamar Santi binti 
Ansar dan keluarga Pemohon sudah menerima lamaran 
tersebut ; 
- bahwa uang belanja yang disepakati sejumlah                          
Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ; 
- bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya (Santi 
binti Ansar) dengan Risal bin Tajuddin yaitu hari Rabu, tanggal 
23 September 2016 ; 
Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang 
isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ; 
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Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal 
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari penetapan ini ; 
PERTIMBANGAN HUKUM 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon 
adalah sebagaimana diuraikan di atas; 
Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan  Pemohon pada pokonya 
adalah sebagai berikut : 
-  Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya 
dengan Esse binti Masjidi yang bernama Santi binti Ansar, lahir pada 
tanggal 1 Juli 2003 (umur 13 tahun 2 bulan), dengan seorang laki-laki  
bernama Risal bin Tajuddin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan 
nelayan, tempat kediaman di Dusun Pulau Burung Lohe, Desa Pulau 
Burung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, namun 
ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau 
Sembilan, Kabupaten Sinjai, karena anak Pemohon (Santi binti Ansar) 
belum mencapai umur 16 (enam    belas) tahun ; 
-  Bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Santi 
binti Ansar dengan Risal bin Tajuddin, karena Santi binti Ansar, telah 
berhenti sekolah sejak kelas lima SD dan keduanya telah menjalin 
hubungan cinta selama 2 (dua) tahun, sehingga Pemohon khawatir 
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ; 
-  Bahwa  keluarga Risal Tajuddin telah melamar anak Pemohon dan 
pihak Pemohon telah menerima lamaran pihak keluarga Risal bin 
Tajuddin ; 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, 
Pemohon  telah  mengajukan alat  bukti  surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2      
(dua) orang saksi ; 
Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil angka 3 merupakan 
akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan 
 Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.135/Pdt.P/2016/PA.Sj 
 
 
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau 
Sembilan, Kabupaten Sinjai untuk mencatatkan pernikahan Santi binti 
Ansar dengan calon suaminya (Risal bin Tajuddin) karena Santi binti 
Ansar belum cukup 16 tahun umurnya, sehingga bukti tersebut memenuhi 
syarat formil dan materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan yang 
sempurna dan mengikat ; 
Menimbang, bahwa bukti P.2 mengenai dalil angka 1 merupakan 
akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti 
tersebut mengenai hubungan keluarga antara Pemohon dengan Santi 
binti Ansar yakni ayah dan anak, sehingga memenuhi syarat formil dan 
materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan 
mengikat ; 
Menimbang, bahwa bukti P.3 mengenai dalil angka 2 merupakan 
akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti 
tersebut mengenai umur Santi binti Ansar yang sampai sekarang baru 
berumur 13 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, menunjukkan bahwa Santi 
binti Ansar  belum memcapai umur 16 tahun, batas minimal umur yang 
ditentukan dalam perundang-undangan untuk menikah bagi perempuan, 
sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta 
mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ; 
Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah 
disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 
Pasal 172  ayat 1 angka 4 R.Bg.  ; 
Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon mengenai dalil 
permohonan Pemohon angka 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, 
didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh 
Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil 
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu 
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat 
diterima sebagai alat bukti ; 
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Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan 
keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah 
disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.  ; 
Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 pemohon mengenai angka  
4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan 
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan 
saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam 
Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki 
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ; 
  Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon 
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu 
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 
R.Bg. ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti 
fakta-fakta sebagai berikut : 
1. bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Santi binti 
Ansar dengan seorang laki-laki bernama Risal bin Tajuddin, namun 
ditolak oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, karena belum 
mencapai umur 16 (enam belas) tahun ; 
2. bahwa pernikahan anak Pemohon (Santi binti Ansar) dengan Risal bin 
Tajuddin sangat mendesak karena keduanya telah berpacaran selama 
2 (dua) tahun dan keluarga Risal bin Tajuddin telah melamar Santi binti 
Ansar serta telah menyepakati uang belanja yang akan diberikan 
kepada pihak keluarga Santi binti Ansar ; 
3. bahwa Santi binti Ansar dengan Risal bin Tajuddin bukan muhrim dan 
tidak pernah sesusuan pada waktu kecilnya ; 
4. bahwa Santi binti Ansar berstatus gadis sementara Risal bin Tajuddin 
berstatus jejaka ; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut : 
1. bahwa Pemohon dengan Santi binti Ansar mempunyai hubungan 
sebagai ayah dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan 
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dispensasi 
kawin atas diri Santi binti Ansar ; 
2. bahwa anak Pemohon (Santi binti Ansar) tidak mempunyai halangan 
untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan ; 
3. bahwa anak Pemohon (Santi binti Ansar) tidak sekolah, telah aqil balik 
serta pihak keluarga Santi binti Ansar telah menerima lamaran Risal 
bin Tajuddin ; 
Menimbang, bahwa  dari fakta tersebut di atas, terbukti Santi binti 
Ansar adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan Esse binti 
Masjidi yang akan dikawinkan dengan laki-laki bernama Rustam bin 
Tajuddin, namun belum mencapai umur 16 ( enam belas ) tahun, 
sehingga memerlukan penetapan disepensai kawin dari Pengadilan 
Agama ; 
Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 
1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya 
diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) 
tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, dan 
jika laki-laki maupun perempuan tidak mencapai umur sebagaimana 
tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 
1974 tentang perkawinan memberikan solusi bahwa untuk dapat 
dikawinkan, maka diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama ; 
Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama Santi binti 
Ansar baru berumur 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan, sehingga 
terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kepada 
Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Sinjai ; 
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Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, disebutkan bahwa ketentuan batas 
umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya agar calon 
mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat 
melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan  
secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. 
Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon 
bernama Santi binti Ansar belum mencapai umur minimal 16 (enam belas) 
tahun untuk menikah bagi seorang perempuan, namun anak tersebut 
telah berhenti sekolah sejak kelas 5 (lima) SD dan tubuhnya sudah besar 
melebihi besar tubuh seumurnya serta bertekad untuk melangsungkan 
perkawinan dengan seorang laki-laki yang telah melamarnya ; 
Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon 
tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri 
tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling 
menjalin hubungan cinta, sehingga apabila pernikahannya ditunda, 
dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tercela (berbuat 
maksiat) ; 
Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut 
ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum 
perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan 
mengenai perkawinan nasional ; 
Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon 
mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka 
Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan 
tersebut hingga anak Pemohon berumur 16 (enam  belas) tahun, padahal 
mereka sudah tidak bisa lagi dipisahkan maka kemudaratan akan lebih 
nampak dari pada manfaatnya jika pernikahan mereka ditunda-tunda, 
mengingat kaidah fiqhiyah yang berbunyi: 
حـــلاـــصـــــملا بــلـج يلع مدــقــم دــسافـملا ءرد 
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Artinya: Meninggalkan kemudaratan harus didahulukan dari pada mencari 
kemaslahatan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ; 
Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, 
maka petitum angka 2 permohoan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama 
Sinjai  memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Santi binti Ansar) 
untuk menikah dengan laki-laki bernama Risal bin Tajuddin ;  
        Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang 
perkawinan, maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1)  Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989  tentang Peradilan Agama, sebagaimana  telah  
diubah  dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua 
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus 
dibebankan kepada Pemohon ; 
Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 
M E N E T A P K A N 
1. Mengabulkan permohonan  Pemohon  ; 
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Santi binti Ansar 
untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Risal bin Tajuddin ; 
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 
sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 
Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Sinjai  pada hari Jum’at, tanggal 23 September 2016 
Masehi bertepatan tanggal 21 Zulhijjah 1437 Hijriah yang  diucapkan  
pada  hari  itu  juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami            
Drs. H.Abd.Jabbar, M.H., sebagai  Ketua  Majelis, Abd.Jamil Salam, S.H.I 
dan Taufiqurrahman, S.H.I, masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota, 
dibantu  oleh Mansurdin, B.A, sebagai Panitera  Pengganti  dengan  
dihadiri oleh Pemohon.  
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   Hakim Anggota,        Ketua Majelis, 
 
ttd ttd 
Abd.Jamil Salam, S.H.I                                    Drs. H. Abd. Jabbar                                               
    
  Hakim Anggota,         
Him 
ttd.   t ttd   tttttt ttd 
Taufiqurrahman, S.H.I 
                                                                  Panitera Pengganti, 
 
                                                                            ttd       
                                                                                 
                                                                   Mansurdin, BA. 
Perincian biaya perkara : 
1.   Pendaftaran                Rp   30.000,00 
2.   ATK perkara                Rp   50.000,00 
3.   Panggilan                    Rp  500.000,00 
4.   Redaksi                       Rp     5.000,00 
5.   Meterai                        Rp     6.000,00 
      Jumlah                        Rp  591.000,00  
      ( lima sembilan puluh satu ribu rupiah ).   
  
                                                         Untuk salinan 
                        Pantera Pengadilan Agama Sinjai, 
 
 
 
 
                        Drs. H. Sudarno, M.H. 
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